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Abstrak 
Hak dan kewajiban pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi secara 

offline diatur oleh prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 

Artikel ini membahas bagaimana hak dan kewajiban ini meliputi kepatuhan terhadap perjanjian jual 

beli (Pasal 1457-1540 KUHPerdata), kewajiban menjaga kualitas barang, serta tanggung jawab 

terhadap konsumen sesuai hukum. Selain itu, hak pedagang termasuk memperoleh pembayaran 

tepat waktu dan perlindungan hukum atas kesepakatan kontraktual. Fokus pada pedagang UMKM 

penting karena mereka menghadapi tantangan hukum dan operasional unik dibandingkan bisnis 

skala besar. Penelitian ini juga mencakup upaya mitigasi sengketa melalui penyelesaian damai 

sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Dengan memahami hak dan kewajiban secara 

menyeluruh, pedagang UMKM dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan daya saing usaha. 

Kata Kunci: UMKM, Hak Dan Kewajiban, Pedagang Offline, KUHperdata, Jual Beli, Sengketa 

Hukum, Kepatuhan Hukum. 

 

Abstract 

The rights and obligations of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating offline 

are governed by principles in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). This article explores how 

these rights and obligations include adherence to sales agreements (Articles 1457-1540 of the Civil 

Code), maintaining product quality, and legal responsibility toward consumers. Additionally, 

traders' rights include timely payment and legal protection for contractual agreements. 

Emphasizing MSME traders is crucial as they face unique legal and operational challenges 

compared to larger businesses. This study also highlights dispute mitigation efforts through 

amicable settlements as outlined in civil law. By thoroughly understanding their rights and 

obligations, MSME traders can enhance legal compliance and business competitiveness. 

Keywords: MSMEs, Rights And Obligations, Offline Traders, Civil Code, Sale And Purchase, 

Legal Disputes, Legal Compliance. 

 

PENDAHULUAN 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam 

menopang perekonomian Indonesia. Data menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang 

lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap mayoritas tenaga 

kerja di berbagai wilayah. Namun, meskipun kontribusinya besar, pedagang UMKM, 

terutama yang menjalankan usaha secara offline, menghadapi tantangan yang kompleks, 

salah satunya adalah pemahaman dan penerapan hak serta kewajiban mereka berdasarkan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Banyak pelaku UMKM kurang 

memahami aspek hukum terkait perjanjian jual beli, kewajiban menjaga kualitas barang, 

dan perlindungan konsumen. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa 

hukum tetapi juga dapat merugikan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman 

yang mendalam tentang hak dan kewajiban menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola 

bisnis yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mendorong daya saing 
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UMKM di era yang semakin kompetitif. 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji 

aspek hukum yang relevan dengan hak dan kewajiban pedagang UMKM berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode ini melibatkan analisis sistematis 

terhadap norma-norma hukum tertulis, khususnya yang mengatur perjanjian jual beli, 

kewajiban menjaga kualitas barang, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Pendekatan 

normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menelaah aturan hukum yang 

berlaku serta interpretasinya dalam konteks operasional UMKM secara offline. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) dengan memanfaatkan pasal-pasal yang relevan dalam KUHPerdata, seperti 

Pasal 1457-1540 tentang perjanjian jual beli dan ketentuan terkait tanggung jawab hukum. 

Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

untuk memahami konsep-konsep hak dan kewajiban pedagang UMKM serta prinsip-prinsip 

hukum yang mendasari pengaturannya. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari studi dokumen perundang-undangan, khususnya 

KUHPerdata, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel 

penelitian, serta dokumen lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 

studi pustaka (library research) untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan evaluatif. Analisis 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku, sedangkan 

analisis evaluatif digunakan untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah memadai 

dalam melindungi hak dan memenuhi kewajiban pedagang UMKM. Selain itu, penelitian 

ini juga mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang sering dihadapi pedagang 

UMKM dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi atau penyelesaian sengketa sesuai 

dengan prinsip-prinsip KUHPerdata. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan 

mampu memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pengelolaan bisnis UMKM secara 

legal dan berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengeksplorasi secara 

mendalam hak dan kewajiban pedagang UMKM dalam kegiatan bisnis offline, 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode 

ini melibatkan kajian mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis yang mengatur 

berbagai aspek penting, seperti perjanjian jual beli, kewajiban menjaga kualitas produk, 

serta tanggung jawab hukum terhadap konsumen. Pendekatan yuridis normatif dipilih 

karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku untuk menilai 

efektivitas penerapan aturan tersebut dalam mendukung operasional UMKM secara legal 

dan berkelanjutan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute 

approach) untuk mengkaji secara sistematis pasal-pasal yang relevan dalam KUHPerdata, 

terutama Pasal 1457-1540 yang membahas perjanjian jual beli dan tanggung jawab 

kontraktual. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar 

hak dan kewajiban pedagang UMKM serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat 

diterapkan dalam praktik bisnis. 

Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

langsung dari kajian terhadap pasal-pasal KUHPerdata dan dokumen hukum lainnya. 

Sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, buku akademik, artikel jurnal, laporan 



 

126 
 

 

penelitian, serta dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 

studi pustaka (library research), yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat, 

relevan, dan kredibel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

dan evaluatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pengaturan hukum 

secara rinci, sedangkan analisis evaluatif digunakan untuk mengidentifikasi celah hukum, 

kelemahan pengaturan, serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi pedagang UMKM. Penelitian ini juga mengkaji solusi 

penyelesaian sengketa hukum yang dapat diterapkan oleh pelaku UMKM, seperti mediasi 

dan negosiasi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip KUHPerdata. Dengan pendekatan ini, 

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan 

pemahaman hukum yang lebih baik bagi pelaku UMKM serta mendukung keberlanjutan 

usaha mereka dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hak Pedagang UMKM dalam Kegiatan Bisnis Offline Menurut KUHPerdata 

Pedagang UMKM memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, terutama dalam 

perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPerdata. 

Pasal 1457 mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai kesepakatan di mana pihak penjual 

berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar 

harga barang tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, hak utama pedagang UMKM sebagai 

penjual meliputi: 

1. Hak atas pembayaran harga barang: Penjual berhak menerima pembayaran penuh 

dari pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Hal ini penting bagi 

UMKM untuk menjaga arus kas dan keberlanjutan usaha. 

2. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum: Jika terjadi pelanggaran kontrak oleh 

pembeli, seperti gagal membayar, pedagang UMKM memiliki hak untuk menuntut 

ganti rugi atau membatalkan perjanjian sesuai Pasal 1266 dan Pasal 1267 

KUHPerdata. 

3. Hak menjaga kepemilikan barang hingga pembayaran selesai: Dalam beberapa 

kasus, penjual dapat mempertahankan kepemilikan barang hingga pembeli melunasi 

kewajibannya. 

Selain hak tersebut, pedagang UMKM juga berhak atas pengakuan hukum terhadap 

perjanjian tertulis yang mereka buat dengan pembeli, termasuk perjanjian lisan jika dapat 

dibuktikan dengan saksi atau dokumen pendukung. Pengakuan ini penting untuk 

memperkuat posisi hukum pedagang dalam sengketa kontraktual. 

2. Kewajiban Pedagang UMKM dalam Perjanjian Jual Beli 

Pedagang UMKM juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan 

KUHPerdata. Pasal 1474 menetapkan kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barang 

kepada pembeli, menjamin kepemilikan barang, dan menjamin barang bebas dari cacat 

tersembunyi. Kewajiban ini mencakup: 

1. Menyerahkan barang yang dijual sesuai kesepakatan: Barang yang diserahkan harus 

sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, termasuk kualitas, kuantitas, dan waktu 

pengiriman. Jika pedagang gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat dituntut 

berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata. 

2. Menjamin kepemilikan barang: Penjual wajib memastikan bahwa barang yang 

dijual tidak sedang dalam sengketa atau memiliki hak gadai pihak ketiga. 

3. Menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi: Jika barang yang dijual memiliki 

cacat yang tidak terlihat secara langsung dan merugikan pembeli, penjual 
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bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 

KUHPerdata. 

Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antara pedagang dan 

konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis 

UMKM. 

3. Implikasi Hukum jika Hak dan Kewajiban Tidak Dipenuhi 

Ketidakpatuhan terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli dapat 

menimbulkan berbagai implikasi hukum. Jika pedagang UMKM melanggar kewajiban, 

seperti menyerahkan barang cacat atau gagal memenuhi kesepakatan waktu pengiriman, 

mereka dapat digugat oleh konsumen berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata tentang 

wanprestasi. Gugatan tersebut dapat berujung pada tuntutan ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, atau konsekuensi lain yang merugikan. 

Sebaliknya, jika pembeli yang melanggar kewajiban, seperti tidak membayar barang 

yang sudah diterima, pedagang UMKM memiliki hak untuk menuntut pelunasan 

pembayaran atau meminta pembatalan perjanjian. Pasal 1267 KUHPerdata memberikan 

dasar hukum bagi pedagang untuk menuntut kompensasi akibat pelanggaran tersebut. 

4. Tantangan Hukum yang Dihadapi Pedagang UMKM 

Pedagang UMKM sering menghadapi berbagai kendala hukum dalam menjalankan 

usaha offline mereka. Beberapa tantangan utama meliputi: 

1. Kurangnya pemahaman hukum: Banyak pedagang UMKM yang tidak memahami 

aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Hal ini sering 

mengakibatkan sengketa kontrak yang merugikan posisi mereka. 

2. Dokumentasi yang tidak memadai: Pedagang UMKM cenderung melakukan 

transaksi secara informal tanpa perjanjian tertulis, yang membuat mereka sulit 

membuktikan hak mereka dalam sengketa hukum. 

3. Keterbatasan akses ke bantuan hukum: Pedagang UMKM sering menghadapi 

kendala dalam mengakses bantuan hukum profesional karena biaya yang tinggi atau 

kurangnya informasi tentang layanan hukum yang tersedia. 

5. Strategi Mitigasi Sengketa Hukum 

Untuk mengatasi tantangan hukum ini, pedagang UMKM dapat mengambil langkah-

langkah berikut: 

1.Meningkatkan pemahaman hukum: Pedagang perlu memahami aturan hukum dasar 

yang mengatur transaksi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau 

konsultasi dengan ahli hukum. 

2.Menggunakan perjanjian tertulis: Transaksi bisnis sebaiknya didokumentasikan 

dengan perjanjian tertulis yang jelas, mencakup hak, kewajiban, dan solusi jika terjadi 

sengketa. 

3.Menerapkan penyelesaian sengketa alternatif: Pedagang dapat memanfaatkan 

mediasi atau negosiasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa perlu melalui 

proses pengadilan yang panjang dan mahal. 

6. Relevansi KUHPerdata dalam Bisnis UMKM 

KUHPerdata menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hak 

dan kewajiban dalam perjanjian jual beli. Meskipun banyak pedagang UMKM yang belum 

sepenuhnya memahami atau menerapkan aturan ini, KUHPerdata tetap relevan karena 

memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak mereka. Dengan meningkatkan 

kepatuhan terhadap aturan ini, pedagang UMKM dapat mengurangi risiko hukum dan 

memperkuat keberlanjutan bisnis mereka. 

7. Hak Pedagang UMKM dalam Kegiatan Bisnis Offline Menurut KUHPerdata 

Pedagang UMKM yang beroperasi secara offline memiliki hak-hak yang harus 
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dilindungi oleh hukum. KUHPerdata memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak 

pedagang UMKM dalam perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian 

jual beli terjadi ketika seorang penjual berjanji untuk menyerahkan barang kepada pembeli, 

sementara pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut. Dengan demikian, 

pedagang UMKM sebagai pihak penjual berhak menerima pembayaran penuh sesuai 

kesepakatan. Hak ini sangat krusial karena pembayaran adalah aspek utama yang menjaga 

kelangsungan usaha UMKM. Dalam konteks ini, pedagang juga berhak untuk memastikan 

bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati. 

Selain itu, pedagang UMKM berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika 

hak mereka dilanggar oleh pembeli, seperti ketidakmampuan pembeli dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran atau sengketa kualitas barang. Sebagai penjual, pedagang UMKM 

berhak meminta pembatalan kontrak atau ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 

1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh 

pelanggaran perjanjian oleh pembeli, pedagang UMKM juga memiliki hak untuk 

mengklaim ganti rugi yang merugikan mereka sesuai dengan prinsip perjanjian yang diatur 

dalam hukum perdata Indonesia. 

Selain hak-hak dasar tersebut, pedagang UMKM yang beroperasi secara offline juga 

berhak mendapatkan pengakuan hukum terhadap perjanjian yang mereka buat, baik itu 

perjanjian lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, perjanjian lisan sering kali sulit untuk 

dibuktikan, sehingga pedagang perlu berusaha untuk membuat perjanjian secara tertulis 

sebagai bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari. Dengan 

perlindungan hukum ini, pedagang dapat merasa lebih aman dalam menjalankan bisnisnya, 

karena mereka mengetahui bahwa hak mereka diakui dan dapat dipertahankan melalui jalur 

hukum yang sah. 

8. Kewajiban Pedagang UMKM dalam Perjanjian Jual Beli 

Sebagai pihak yang menjual barang, pedagang UMKM juga memiliki kewajiban yang 

harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Salah satu kewajiban penting 

yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata adalah kewajiban untuk menyerahkan barang 

yang dijual kepada pembeli dengan cara yang benar, sesuai dengan ketentuan perjanjian 

yang telah disepakati. Hal ini mencakup kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai 

dengan kualitas, kuantitas, dan jenis yang telah dijanjikan sebelumnya. Apabila barang 

yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pedagang UMKM 

berpotensi dikenakan klaim wanprestasi oleh pembeli sesuai dengan Pasal 1238 

KUHPerdata. 

Kewajiban lainnya adalah untuk menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat 

tersembunyi yang dapat merugikan pembeli. Dalam hal ini, Pasal 1504 KUHPerdata 

memberikan perlindungan bagi pembeli dengan menetapkan bahwa penjual bertanggung 

jawab jika barang yang dijual ternyata memiliki cacat tersembunyi yang tidak dapat 

dideteksi pada saat transaksi. Jika ditemukan cacat tersembunyi, pedagang UMKM dapat 

diwajibkan untuk mengganti barang tersebut atau memberikan ganti rugi kepada pembeli. 

Oleh karena itu, penting bagi pedagang UMKM untuk melakukan pemeriksaan kualitas 

barang secara cermat sebelum dijual kepada konsumen. 

Selain itu, pedagang UMKM juga wajib menjaga agar barang yang dijual tidak 

terlibat dalam sengketa kepemilikan atau hak-hak lainnya. Misalnya, jika barang tersebut 

dalam status jaminan atau sengketa hak milik, maka pedagang UMKM harus memastikan 

bahwa barang tersebut sah dan bebas dari hak pihak ketiga yang dapat merugikan pembeli. 

Kewajiban ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli, tetapi 

juga untuk menghindari potensi sengketa hukum yang dapat merugikan reputasi dan 

kelangsungan usaha pedagang UMKM. 
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9. Implikasi Hukum Jika Hak dan Kewajiban Tidak Dipenuhi 

Ketidakpatuhan terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam KUHPerdata dapat 

menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup serius bagi pedagang UMKM. Misalnya, 

jika seorang pedagang UMKM gagal untuk menyerahkan barang sesuai perjanjian, seperti 

barang yang tidak sesuai kualitasnya atau tidak tepat waktu, maka pedagang tersebut dapat 

dikenakan tuntutan wanprestasi oleh pembeli. Dalam hal ini, pembeli berhak meminta 

pengembalian uang, ganti rugi, atau pembatalan kontrak sesuai dengan Pasal 1243 

KUHPerdata. Selain itu, jika pedagang UMKM gagal memenuhi kewajibannya untuk 

menjamin bahwa barang yang dijual bebas dari cacat tersembunyi, mereka dapat diminta 

untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pembeli. 

Di sisi lain, jika pedagang UMKM sebagai penjual tidak menerima pembayaran 

sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, mereka juga memiliki hak untuk mengajukan 

tuntutan terhadap pembeli. Pedagang dapat menuntut pelunasan pembayaran atau 

pembatalan perjanjian, serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat 

wanprestasi yang dilakukan pembeli. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yang 

memberikan pedagang hak untuk menuntut hak-haknya apabila pembeli tidak memenuhi 

kewajibannya dalam perjanjian. 

Selain wanprestasi, ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum ini juga dapat 

menimbulkan dampak buruk terhadap reputasi pedagang UMKM. Dalam bisnis, 

kredibilitas dan kepercayaan konsumen sangat penting, dan terjadinya sengketa atau 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban dapat merusak hubungan jangka panjang dengan 

konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pedagang UMKM untuk memahami dan 

mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata untuk menghindari sengketa yang 

dapat mengganggu kelangsungan usaha mereka. 

 

KESIMPULAN 

Penerapan hukum dalam konteks bisnis UMKM, khususnya yang beroperasi secara 

offline, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban 

pedagang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun sektor 

UMKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, pelaku usaha di sektor ini sering 

kali menghadapi berbagai tantangan dalam mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli, serta penerapan langkah-langkah 

mitigasi sengketa hukum yang tepat, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan usaha 

pedagang UMKM. 

1. Hak dan Kewajiban Pedagang UMKM menurut KUHPerdata 

Pedagang UMKM yang menjalankan usahanya dalam sistem offline memiliki hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dengan jelas oleh KUHPerdata. KUHPerdata 

memberikan pedoman yang sangat penting mengenai perjanjian jual beli, yang merupakan 

inti dari setiap transaksi yang terjadi dalam dunia bisnis. Melalui hak atas pembayaran 

harga barang, pedagang UMKM berhak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, pedagang juga memiliki hak 

untuk memperoleh perlindungan hukum apabila hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak 

pembeli. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, 

yang memberikan pedagang UMKM kesempatan untuk mengklaim ganti rugi atau bahkan 

membatalkan kontrak apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau 

melanggar perjanjian. 

Sebaliknya, kewajiban utama pedagang UMKM adalah untuk menyerahkan barang 

yang dijual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli. Pedagang 



 

130 
 

 

UMKM juga wajib menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi 

yang dapat merugikan pembeli. Jika pedagang gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini, 

mereka dapat dikenakan gugatan wanprestasi oleh pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 

1238 KUHPerdata. Dengan demikian, setiap pedagang UMKM harus memastikan bahwa 

mereka mematuhi kewajiban hukum ini untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. 

2. Tantangan Hukum yang Dihadapi Pedagang UMKM 

Namun, meskipun KUHPerdata memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi 

pedagang UMKM, terdapat sejumlah tantangan yang sering dihadapi oleh mereka dalam 

penerapan aturan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman hukum 

yang mendalam. Sebagian besar pedagang UMKM sering kali tidak sepenuhnya menyadari 

hak-hak mereka dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan bisnis. Hal 

ini dapat menyebabkan kerugian hukum yang signifikan, seperti ketidakmampuan untuk 

menuntut hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran oleh pembeli atau pihak lain. 

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan dalam dokumentasi perjanjian. Banyak 

pedagang UMKM yang melakukan transaksi secara informal, tanpa membuat perjanjian 

tertulis yang jelas. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun perjanjian lisan dapat diakui, 

namun perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat jika terjadi 

sengketa. Tidak adanya perjanjian tertulis juga meningkatkan risiko terjadinya konflik, 

karena masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda tentang isi perjanjian. 

Oleh karena itu, penting bagi pedagang UMKM untuk selalu memastikan bahwa setiap 

transaksi yang dilakukan didokumentasikan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sah. 

Keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum juga menjadi salah satu kendala 

yang signifikan. Banyak pedagang UMKM yang merasa tidak mampu untuk mengakses 

layanan hukum profesional karena biaya yang tinggi dan kurangnya informasi mengenai 

lembaga hukum yang menyediakan bantuan dengan biaya terjangkau. Hal ini membuat 

mereka rentan terhadap tindakan yang merugikan mereka dalam transaksi bisnis, karena 

tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi hak-hak mereka. 

3. Peran Penting Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Pedagang UMKM 

Salah satu langkah utama untuk mengatasi tantangan hukum ini adalah dengan 

meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pedagang UMKM. Pemerintah dan lembaga 

terkait perlu memberikan pelatihan atau pendidikan hukum yang lebih luas kepada para 

pelaku UMKM, agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih 

baik. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, pedagang UMKM dapat lebih percaya diri dalam menjalankan bisnisnya serta 

lebih siap untuk menghadapi permasalahan hukum yang mungkin timbul. Pelatihan hukum 

ini bisa meliputi pemahaman dasar mengenai perjanjian jual beli, hak dan kewajiban 

pedagang dan pembeli, serta prosedur penyelesaian sengketa yang tersedia. 

Selain itu, penting juga untuk mendorong penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap 

transaksi. Meskipun perjanjian lisan diakui oleh hukum, namun perjanjian tertulis 

memberikan kejelasan yang lebih besar tentang hak dan kewajiban setiap pihak. Dengan 

adanya perjanjian tertulis, pedagang UMKM dapat lebih mudah untuk membuktikan apa 

yang telah disepakati, jika suatu saat terjadi sengketa. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran 

kolektif di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya dokumentasi perjanjian tertulis 

dalam bisnis mereka. 

4. Mitigasi Risiko Hukum dalam Bisnis UMKM 

Selain meningkatkan pemahaman hukum, langkah penting lain yang perlu diambil 

oleh pedagang UMKM adalah dengan menerapkan strategi mitigasi risiko hukum dalam 

bisnis mereka. Salah satu strategi utama adalah dengan melakukan perencanaan dan 

pengelolaan bisnis yang cermat, serta menyusun kebijakan hukum yang jelas terkait dengan 
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transaksi dan hubungan bisnis dengan pihak lain. Sebagai contoh, pedagang UMKM dapat 

menggunakan kontrak standar yang memuat syarat-syarat yang jelas mengenai kewajiban, 

hak, dan kewajiban pengiriman barang, serta mekanisme penyelesaian sengketa. 

Selain itu, penting bagi pedagang UMKM untuk memahami berbagai opsi 

penyelesaian sengketa yang tersedia, seperti mediasi, negosiasi, atau bahkan arbitrase. 

Penyelesaian sengketa alternatif ini dapat menjadi solusi yang lebih cepat, murah, dan 

efektif dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, 

pedagang UMKM perlu diberikan informasi dan pelatihan mengenai metode penyelesaian 

sengketa ini, sehingga mereka dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan 

mereka. 

5. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Mendukung UMKM 

Peran pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM untuk memahami dan mematuhi 

ketentuan hukum sangat krusial. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah 

adalah dengan menyediakan layanan konsultasi hukum yang terjangkau dan mudah diakses 

oleh para pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga dapat memperkuat kebijakan 

mengenai pemberdayaan UMKM melalui penyuluhan hukum yang rutin dan pelatihan yang 

terfokus pada aspek hukum bisnis. 

Lebih lanjut, lembaga-lembaga yang mendukung pengembangan UMKM juga perlu 

menyediakan akses informasi dan fasilitas yang memadai untuk membantu pelaku UMKM 

dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang mereka hadapi. Pemerintah 

dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah atau lembaga konsultasi 

hukum untuk memberikan layanan hukum yang lebih terjangkau dan sesuai dengan 

kebutuhan UMKM. 

6. Harapan untuk Masa Depan UMKM 

UMKM memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi nasional dan 

menyediakan lapangan pekerjaan yang signifikan. Namun, untuk memaksimalkan potensi 

tersebut, pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum sangat penting bagi kelangsungan 

hidup usaha mereka. Dengan pengelolaan bisnis yang baik dan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang ketentuan hukum yang berlaku, pedagang UMKM dapat menjalankan 

usaha mereka dengan lebih terstruktur dan memiliki perlindungan hukum yang kuat. 

Ke depannya, diharapkan sektor UMKM dapat lebih berkembang dengan adanya 

kebijakan yang mendukung pemberdayaan hukum bagi pedagang UMKM. Peningkatan 

kapasitas hukum dan penggunaan perjanjian tertulis dalam transaksi bisnis akan 

mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, 

dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, UMKM dapat 

semakin maju dan memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian 

Indonesia.Sebagai sektor yang mendominasi perekonomian Indonesia, usaha mikro, kecil, 

dan menengah (UMKM) memerlukan perhatian khusus dalam kaitannya dengan penerapan 

hukum, terutama terkait hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian jual beli. 

Dalam konteks ini, KUHPerdata memainkan peran penting dalam memberikan panduan 

bagi pedagang UMKM untuk menjalankan usahanya secara sah dan teratur. Melalui hukum 

perdata, UMKM dilindungi, baik dalam hal transaksi jual beli, hak atas pembayaran yang 

layak, maupun kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian. Oleh 

karena itu, setiap pedagang UMKM harus memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan 

ini agar dapat menghindari sengketa hukum yang berpotensi merugikan usaha mereka. 

Namun, pemahaman hukum yang memadai tidak cukup untuk melindungi pedagang 

UMKM jika tidak disertai dengan tindakan konkret dalam menjalankan bisnis mereka. Hal 

ini mencakup pengelolaan transaksi yang baik, penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap 

transaksi, serta adanya sistem dokumentasi yang dapat dijadikan bukti jika suatu saat terjadi 
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perselisihan. Meskipun hukum memberikan perlindungan, keberhasilan usaha UMKM 

tidak hanya bergantung pada pemahaman hukum, tetapi juga pada praktik-praktik bisnis 

yang baik dan berbasis pada ketertiban administratif. 

Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi oleh pedagang UMKM adalah kurangnya 

akses ke bantuan hukum yang berkualitas dan terjangkau. Faktor ini sering kali menjadi 

kendala bagi pedagang untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara utuh, serta 

dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul selama kegiatan usaha. Dalam hal ini, 

peran pemerintah dan lembaga terkait sangat vital, tidak hanya dalam menyediakan layanan 

konsultasi hukum yang mudah diakses, tetapi juga dalam memberikan pelatihan dan 

penyuluhan hukum yang dapat memperkaya pengetahuan pelaku UMKM tentang hak dan 

kewajiban mereka. 

7. Peran Strategis Pemerintah dan Lembaga Pendukung UMKM 

Pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang 

kondusif bagi UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah 

melalui kebijakan yang mendukung akses mudah bagi pedagang UMKM terhadap 

informasi hukum yang relevan dengan bisnis mereka. Pelatihan-pelatihan hukum tentang 

hak dan kewajiban dalam transaksi bisnis, serta cara-cara menyelesaikan sengketa dengan 

cepat dan murah, dapat membantu mengurangi potensi kerugian yang dihadapi pedagang 

UMKM. Dengan begitu, mereka akan lebih siap dalam menghadapi masalah hukum yang 

mungkin muncul dalam perjalanan usaha mereka. 

Selain itu, lembaga-lembaga yang memiliki fokus pada pemberdayaan UMKM juga 

dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan hukum yang disesuaikan dengan 

kebutuhan praktis pedagang. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pemberdaya UMKM, 

dan lembaga bantuan hukum harus dibangun secara lebih intensif agar pedagang UMKM 

tidak hanya mampu mengembangkan usaha mereka, tetapi juga dapat melindungi hak-hak 

mereka dengan benar. Keberadaan pendampingan hukum yang mudah dijangkau dan 

terjangkau sangat diperlukan untuk mendukung pelaku UMKM agar lebih memahami dan 

mengaplikasikan hukum dalam kegiatan bisnis mereka sehari-hari. 

8. Pentingnya Penerapan Praktik Bisnis yang Baik 

Selain pemahaman hukum yang kuat, keberlanjutan usaha UMKM juga sangat 

tergantung pada kemampuan mereka untuk menerapkan praktik bisnis yang baik. Salah satu 

langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap pedagang UMKM adalah memastikan 

bahwa perjanjian jual beli yang mereka buat selalu tertulis, meskipun tidak wajib secara 

hukum. Dengan adanya perjanjian tertulis, seluruh kesepakatan yang dibuat antara 

pedagang dan pembeli dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan rinci. Perjanjian ini 

akan menjadi dasar yang kokoh untuk menyelesaikan sengketa, jika suatu saat muncul 

masalah terkait pelaksanaan perjanjian. 

Penerapan standar operasional yang jelas dalam menjalankan usaha juga penting 

untuk menghindari kebingungannya dalam proses operasional dan transaksi. Sebagai 

contoh, pedagang UMKM perlu mengelola proses pembayaran dengan cara yang transparan 

dan teratur, serta memastikan bahwa barang yang dijual bebas dari cacat yang dapat 

merugikan pembeli. Kewajiban ini sangat penting, mengingat pasar offline masih sangat 

bergantung pada kepercayaan antara pedagang dan konsumen. 

9. Pengaruh Hukum terhadap Reputasi Usaha UMKM 

Tidak bisa dipungkiri bahwa reputasi usaha sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

pelaku usaha menjalankan kewajiban dan hak-haknya. Kepatuhan terhadap ketentuan 

hukum dan transparansi dalam menjalankan transaksi dapat meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap pedagang UMKM. Kepercayaan ini, pada gilirannya, dapat 

meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas pangsa pasar usaha UMKM. Oleh 
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karena itu, penting bagi pedagang UMKM untuk tidak hanya fokus pada aspek ekonomi 

semata, tetapi juga mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan secara profesional dan 

berbasis hukum yang jelas. 

Sementara itu, apabila pedagang UMKM gagal mematuhi hukum, maka mereka tidak 

hanya menghadapi risiko hukum, tetapi juga dapat kehilangan reputasi mereka di mata 

konsumen. Ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban dapat menurunkan kepercayaan 

konsumen, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan berkurangnya 

pelanggan. Sebaliknya, apabila UMKM mematuhi hukum dengan baik, hal ini akan 

memperkuat citra positif usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. 

10. Meningkatkan Literasi Hukum untuk UMKM di Masa Depan 

Sebagai kesimpulan akhir, penting bagi sektor UMKM untuk terus meningkatkan 

literasi hukum mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan 

pemberdayaan yang memadai dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga-

lembaga hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan sektor UMKM. Dengan 

memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban yang diatur dalam 

KUHPerdata dan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, pedagang UMKM dapat 

menghindari kesalahan-kesalahan yang berpotensi merugikan mereka dalam berbisnis. 

Kedepannya, diharapkan UMKM Indonesia akan semakin maju dan berkembang 

dengan semakin baiknya pemahaman hukum yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Dalam 

hal ini, peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada UMKM dan 

memperkuat jaringan konsultasi hukum yang terjangkau bagi UMKM menjadi sangat 

penting. Dengan kombinasi pengetahuan hukum yang baik, praktik bisnis yang benar, serta 

dukungan yang tepat dari pihak-pihak terkait, UMKM Indonesia akan dapat memainkan 

peran yang semakin besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Perlindungan Hukum bagi Pedagang UMKM 

Creator: Hukumonline 

Source: Artikel mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha UMKM yang diatur dalam hukum 

Indonesia, termasuk perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen. 

Perjanjian Jual Beli dan Kewajiban dalam Bisnis UMKM 

Creator: Dewi Puspita 

Source: Buku yang membahas mengenai perjanjian jual beli menurut KUHPerdata, serta 

aplikasinya dalam bisnis UMKM. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Creator: Zulham 

Source: "Hukum Perlindungan Konsumen", Kencana Prenada Media Group, 2013. Buku ini 

mengupas perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis. 

Sengketa Bisnis dan Solusinya 

Creator: Yapiter Marpi 

Source: Buku "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik 

dalam Transaksi E-Commerce", PT. Zona Media Mandiri, 2020. 

 


